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BANJARMASIN

PUTUSAN

Nomor : 39-K/PM.I-06/AD/IX/2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa
dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara in absentia,
telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap :  Hendra Setiawan

Pangkat/Nrp. : Serda/ 21120098461292
Jabatan : Danru 2 Ton 1 Kipan A
Kesatuan : Yonif 623/Bwu

Tempat/tanggal lahir : Labat Muara/4 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal :  Asrama Kipan A Yonif 623/Bwu
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 Banjarmasin tersebut di atas.

Membaca : 1. Berkas perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor : BP-18/
A-15 Denpom VI/2/V11/2015 tanggal 27 Juli 2015 atas nama Terdakwa
dalam perkara ini.

2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil 1-06 Banjarmasin
Nomor : B/43/1X/2015 tanggal 17 September 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Ant
selaku Papera Nomor : Kep/74/1X/2015 tanggal 3 September 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/AD/I-06/1X/2015
tanggal 16 September 2015.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin tentang
penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/48/PM. 1-06/AD/IX/2015 tanggal
23 September 2015.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : Tapsid/46/
PM. I-06/AD/IX/ 2015 tanggal 25 September 2015.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas
nama Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini.
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endeRghysan-mankamanagund 4o & rat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/AD/

[-06/IX/2015 tanggal 16 September 2015 di depan sidang yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh
Oditur Militer di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada
Majelis Hakim yang pada pokokya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dimasa damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal
87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI-AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat - surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Yonif 623/Bwu Jabatan
Ru 2 Ton 1 pada bulan Mei 2015, Juni 2015 dan Juli 2015
atas nama Serda Hendra Setiawan NRP 21960372000676.

d. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa
sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan
sebanyak tiga kali secara sah dan patut oleh Oditur Militer namun
Terdakwa tidak pernah hadir untuk memenuhi panggilan tersebut dan
berdasarkan surat jawaban dari Danyonif 623/Bwu Nomor : B/523/
X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang menerangkan tidak bisa
menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa sampai
dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 623/Bwu.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup
lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke Persidangan, oleh karenanya
berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997
terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa
hadirnya Terdakwa (in absensia), dengan demikian maka sidang
dalam pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya
Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-wakiu dan di tempat-tempat
tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Mei
tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal lima belas bulan Juli
tahun 2000 lima belas atau waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun
2000 lima belas, bertempat di Mayonif 623/Bwu atau setidaknya di
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pumsan'mahtke%nﬁgp-?g%ﬂgf%ﬁdyang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer

[-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan
ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh
hari”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Hendra Setiawan adalah anggota TNI-AD yang
masih berdinas aktif di Mayonif 623/Bwu dengan pangkat Serda NRP
2112098461392

b. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 pada saat dilaksanakan
pengecekan apel malam personil Kipan A Yonif 623/Bwu diketahui
Terdakwa Hendra Setiawan tidak hadir tanpa keterangan.

c. Bahwa setelah diketahui kalau Terdakwa tidak hadir tanpa
keterangan selanjutnya Dan Yonif 623/Bwu memrintahkan anggota
untuk melakukan pencarian yaitu kerumah orang tua Terdakwa yang
beralamat di Desa Labat Muara Rt 03 Kec Aluh-aluh Kab Banjar dan
mencari Terdakwa kerumah pacarnya yang beralamat di j| Sukamaju
Landassan Ulin Utara Kec Lianganggang Kab Banjarbaru serta
mencari ketempat tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun
tidak diketemukan hingga sampai dengan sekarang tidak diketahui
keberadaannya.

d. Bahwa vyang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan
Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan diduga karena bimbang
memilih calon istri dimana pacarnya atas nama Sdri. Eny Latifah yang
beralamat di JI Sukamau Landasan Ulin Utara Rt 01
Kec.Lianganggang Kota Banjarbaru menuntut untuk segera dinikahi
sedangkan pacarnya yang satu lagi berdomisili di Papua juga
menuntut hal yang sama.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang
sah dari Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan
ataupun memberitahukan tentang keberadaannya kepada atasannya
maupun kepada Komandan Kesatuannya.

f.  Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa
ijin membawa barang barang infintaris Kesatuan..

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin
tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai
atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat
yang berwenang, dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak
sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan
Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan secara
berturut-turut terhitung mulai tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan
tanggal 15 Juli 2015 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari
hingga sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan
tidak diketahui keberadaaanya.
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Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan
diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2
jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan
keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap . Sarjito

Pangkat / NRP : Kapten Inf/21960038300175

Jabatan : Pabintal (mantan Dan Kipan A)

Kesatuan : Yonif 623/Bwu

Tempat, tanggal lahir : Sleman/4 Januari 1975

Jenis kelamin ;. Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Yonif 623/Bwu JI. Ir PM Noor Sungai

Ulin Kota Banjarbaru Kalsel.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di
Kesatuan Yonif 623/Bwu dalam hubungan antara atasan dan bawahan
serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan
tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Mei 2015
sampai sekarang tidak kembali ke Kesatuan

3. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan
Kesatuan karena Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang pacar, pertama
bernama Sdri. Eny Latifah yang beralamat di Banjarbaru Kalsel dan
pacar yang kedua berdomisili di Papua, kedua pacarnya tersebut
menuntut segera di nikahi.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena
selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan
Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan, namun
sampai dengan saat ini Terdakwa belum diberhentikan dari anggota
TNI.

5. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak
membawa barang-barang inventaris satuan dan pihak Kesatuan telah
berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak
pernah diketemukan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin
Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam
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putusan.mar](keaa ggr?ggr%%'rgodgjn Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak
sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai
tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap . Agus Hari Susanto

Pangkat / NRP : Sertu/21100123130889

Jabatan : Baton | Kipan A

Kesatuan : Yonif 623/Bwu

Tempat, tanggal lahir : Kampung Baru Katingan, 7 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 623/Bwu JI. A. yani

Km 21 Lianganggang, Kec. Landasan Ulin,
Kota Banjarbaru, Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat
Saksi masuk dinas di Kesatuan Yonif 623/Bwu, dalam hubungan
antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan
tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Mei 2015
saat dilakukan pengecekan apel malam Yonif 623/Bwu Terdakwa tidak
hadir tanpa keterangan

3. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan
Kesatuan karena Terdakwa bimbang memilih calon istri, dimana
Terdakwa memiliki 2 (dua) orang pacar yang dua-duaya menuntut
segera dinikahi.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena
selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan
Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan, namun
sampai dengan saat ini Terdakwa belum diberhentikan dari anggota
TNL.

5. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak
membawa barang-barang inventaris satuan dan pihak Kesatuan telah
berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak
pernah diketemukan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin
Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam
keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak
sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa
tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.
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gﬁlésan'ma}%&n\)vaahﬂgye?gh%%%erdakwa di persidangan tidak dibacakan karena

tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-
undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah
diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan,
telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan
pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya
pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak
ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas
perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa
dengan ketentuan Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang
Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang ; Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke
persidangan berupa Surat - Surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Yonif 623/Bwu Ru 2 Ton 2 pada
bulan Mei 2015,Juni 2015 dan Juli 2015 atas nama Serda Hendra
Setiawan NRP 211209881292.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Absensi Kesatuan Yonif 623/Bwu tersebut
menunjukkan sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15
Juli 2015 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, namun
sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa tidak masuk dinas
tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Mei 2015
sampai dengan perkara Terdakwa dituntut di persidangan ini yaitu
tanggal . 18 November 2015.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta
barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya,
maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinas di
Yonif 623/Bwu, menjabat sebagai Danru 2 Ton 1 Kipan A dengan
pangkat Serda NRP 21120098461292.

2.  Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2015 telah
meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa
ijin Komandan Satuan adalah karena Terdakwa bimbang memilih
calon istri ,yang mana Terdakwa memiliki 2 (dua) orang pacar yang
dua-duanya menuntut untuk dinikahi.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin
yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan
baik melalui telephon maupun surat dan pihak Kesatuan telah
berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak
pernah diketemukan.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan
dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 27
Mei 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan
Militer 1-06 Banjarmasin dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan
tanggal 18 November 2015 atau selama 176 (seratus tujuh puluh
enam) hari secara berturut-turut.
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6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin
yang sah dari komandan satuannya Negara Kesatuan Republik
Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun
Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan
tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal
yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa atas Tuntutan Oditur tersebut Majelis akan menguraikan dan
mempertimbangkan sendiri mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak
pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang
diuraikan dalam Tuntutannya, demikian juga mengenai permohonan
pidananya Majelis Hakim  juga  akan menilai serta
mempertimbangkannya sendiri berdasarkan fakta-fakta yang
ditemukan dalam persidangan sebagaimana diktum dalam amar

putusan ini.
Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam
Dakwaannya mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : "Militer”.
Unsur kedua :”Yang karena salahnya atau dengan sengaja
melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.”
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai”.
Unsur keempat  : "Lebih lama dari tiga puluh hari”.
Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim

mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Unsur kesatu :  “Militer”.

Yang dimaksud Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan
dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka
pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM
adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan
perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus
dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti
yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan
yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinas di
Yonif 623/Bwu, menjabat sebagai Dan ru 2 Ton 1 Kipan A dengan
pangkat Serda NRP 211200980461292

b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan
Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Ant
Nomor : Kep/74/1X/2015 tanggal 3 September 2015, yang
menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat
Serda, NRP 211200980461292 yang oleh Papera diserahkan
perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.
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c. Bahwa benar para saksi yang juga mengenal Terdakwa
menerangkan sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai
Prajurit TNI AD belum pernah diakhiri / mengakhiri ikatan dinasnya
dari TNI AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer”,
telah terpenuhi.

2. Unsurke dua :”Karena salahnya atau dengan sengaja
melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena
salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta
hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk
membuktikan unsur “Dengan sengaja”.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana
mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak
pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari
perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan
pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat
atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk
memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan
tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara
lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan
meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi
diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti
yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan
yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2015 telah
meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

b. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa
ijin Komandan Satuan adalah karena Terdakwa bimbang memlih calon
istri karena Terdakwa mempunyai dua pacar yang dua duanya
menuntut untuk segera dinikahi.

c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin
yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan
baik melalui telephon maupun surat dan pihak Kesatuan telah
berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak
pernah diketemukan.

d. Bahwa benar di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan
bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan dinas / kesatuan harus
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dikenakan sanksi.

e. Bahwa benar aturan tersebut berlaku bagi seluruh Prajurit TNI
dimanapun bertugas dan sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI
sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran termasuk diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang
dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

3.  Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah bahwa sewaktu si pelaku
melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia
tidak sedang berperang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang
dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi Militer
sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian
perluasan keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti
yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan
yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa
ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Mei 2015
sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa di persidangan dan Oditur
Militer mengajukan Tuntutan tanggal 18 November 2015, Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa
maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk
melaksanakan tugas Operasi Militer.

b. Bahwa benar sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal
18 November 2015 tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang
menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang
dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam
waktu damai”, telah terpenuhi.

4.  Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud dengan “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah
batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama
dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti
yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan
yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari
Komandan Satuan sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan perkara
Terdakwa diperiksa di persidangan dan Oditur Militer mengajukan
Tuntutan tanggal 18 November 2015 atau selama 176 (seratus tujuh
puluh enam) hari secara berturut-turut.
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puwsan'ma%am%%%%ngé%%r'%vaktu selama 176 (seratus tujuh puluh enam) hari
tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih
lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana
tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Oditur
Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur
tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa
ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2)
KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu
bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar
yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus
dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir
dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat
dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi
sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan
Satuan karena rendahnya disiplin Terdakwa.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa lebih mementingkan kepentingan
pribadi daripada kepentingan dinasnya sehingga Terdakwa tidak dapat
menyesuaikan diri dalam kehidupan militer di Kesatuannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan disiplin dan
wibawa institusi TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi
kesatuan Terdakwa dan dapat pula mengganggu tatanan kehidupan
disiplin prajurit di kesatuan.

4. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dalam
jangka waktu yang begitu lama dan sampai saat ini Terdakwa tidak
kembali ke kesatuan, menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada
keinginan lagi untuk menjadi Prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri
Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal
yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :
- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :
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putusan.mahﬁam%@g&eﬂg@%&dakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan
disiplin keprajuritan.

2. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan
belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi
berdinas di lingkungan TNI.

3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan
Sumpah Prajurit.

4. Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yan melekat pada diri
Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari
sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang
memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku di
lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak
layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh
karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana
tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan
kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani
untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat -
surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Yonif 623/Bwu Ru 2 Ton 1 pada
bulan Mei 2015 Juni 2015 dan Juli 2015 atas nama Serda Hendera
Setiawan NRP 2112009861292.

Daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di
kesatuan, oleh karena bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan
tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka
perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan
belum diketemukan, maka Majelis memandang perlu Terdakwa
ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 jo Pasal 29
KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 serta Ketentuan
Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:
1.Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hendra Setiawan, Pangkat Serda,

NRP 2112009881292, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai”.

2.  Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- p\,_l,tlggﬁg 'W&bo‘%amabafgéﬁ}grg%é?ama 8 (delapan) bulan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3.  Menetapkan barang bukti berupa Surat - surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Yonif 623/Bwu Ru 2 Ton 1 pada bulan Mei 2015,Juni
2015 dan Juli 2015 atas nama Serda Hendra Setiawan NRP 2112009881292

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu
rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 didalam
musyawarah Majelis Hakim oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. Pangkat Letkol Chk NRP
1910014940863 sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, S.H. Pangkat Letkol Chk NRP
548421 dan Joko Trianto, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 11020016150177 masing-masing
sebagai Hakim Anggota | dan Hakim Anggota Il dan diucapkan pada hari dan tanggal yang
sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yanto, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP
21930135010571 dan Panitera Hery Pujiantono, S.H. Pangkat Kapten Chk NRP
29200087520571 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua
Ttd.

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.
Letkol Chk NRP 1910014940863
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Hakim Anggota-II

Ttd. Ttd.

Supriyadi, S.H. Joko Trianto, S.H.
Letkol Chk NRP 548421 Mayor Chk NRP 11020016150177

Panitera
Ttd.

Hery Pujiantono, S.H.
Kapten Chk NRP 29200087520571
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